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ABSTRAK

Penerapan restitusi khususn

a terha .
umumnya tidak maksimal ¥a terhadap anak korban kekerasan seksual d Indoness Pacs

i karena w | restitusd dam tal;

PEDEAIUAONYI, (taps dalam banyak ptesan sk senpen ey 2
mcmhﬂmnhun terdakwa untuk membayar restitusi,
nurrrlmlll' yang ditunjang bahan hukum dari data P
teknik penpumpulan bahan hukum melalui studi

EI:‘:ITE;::LMNUW u:kﬁﬂh:lﬂh wa, penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penunmu

d h:bc; pemenu -[I!? k restitusi l:l"h.:ld.&p anak ku:‘hﬂn E:h_:mm soksual terkendala
pada beberapa faktor, yaitu : pertama, faktor substansi hukum, dimana menurut Peraturan
l“nml:nnl:_lh l{l:nlnng Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
(P" Restitusi Anak) dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, Penyiudik dan Ponuntut
Umum bersifat pasil lerbatas hanya menerima pengajuan permohonan restitusi; dedia,
faktor struktur hukum, dimana sifat pasif terscbut menychabkan Penyidik dan Penuntut
Umum tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak korban mengena
hak atas restitusi; dan ketiga, faktor masyarakat, yaitu masyarakat tidak mengetahu bahwa
korban memiliki hak restitusi. Kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan
Penuntul Umum pada masa mendatang adalah © pertame, merevisi PP Restitsi Anak
mengenal pemberitahuan kepada pihak anak korban untuk mendapatkan hak atas restitus
oleh Penyidik dan Penuntut Umum scbagai suatu kewajiban; kedua, komitmen Penyidik
dalam melampirkan permohonan dan besaran restitusi dalam  berkas  perkara, dan
wewenang Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk agar
Penyidik melengkapinya dengan lampiran permohonan dan besaran restitusi; dan ketiga,
sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum dan pihak terkat mengenai hak anak
korban kekerasan scksual atas restitusi dan tata cara pengajuannya.

gan dan amar yang
Fenelitian ini adalah penelitan hubum
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ABSTRACT

The imple ' T ‘
genera::y r:z':ta;:;‘m: r;St'tUtw"' especially for child victims of sexual violence in Indonesia, is
procedures for submittingeiia:j: em: Ve’; t}.‘?ugh there are norms regarding restitution and
s s the’def :Y ecisions thgre e.!re no Fonsnderations or instructions that
NSNS 7t oen t:nt t? pay restm'mon. This stud'y is @ normative legal study
for collecting legal materials thl' m ? primary dat? in the form of interviews, with techniques
g ) rough literature studies and field studies. The results of this study
l-ndlcate.that the implementation of coordination between Investigators and Public Prosecutors
in fulfilling the right to restitution for child victims of sexual violence is hampered by several
factors, namely: first, the legal substance factor, which according to the Government Regulation
concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime ( PP on
Child Restitution) and the Law on the Protection of Witnesses and Victims, Investigators and
Public Prosecutors are passive, limited to only accepting applications for restitution; Secondly,
the legal structure factor, where the passive nature means that investigators and public
prosecutors do not have an obligation to notify the victim regarding the right to restitution; And
thirdly, community factors, namely the community does not know that victims have the right to
restitution. The policy to strengthen coordination between Investigators and Public Prosecutors in
the future is: Firstly, revise the PP on Child Restitution regarding notification to child victims to
obtain the right to restitution by Investigators and Public Prosecutors as an obligation; Secondly,
the Investigator's commitment to attaching the request and amount of restitution to the case file,
and the authority of the Public Prosecutor to return the case file with instructions for the
Investigator to complete it with an attachment to the request and amount of restitution; And
thirdly, outreach to the public by law enforcement and related parties regarding the rights of child
victims of sexual violence to restitution and procedures for applying for it.

Keywords: Child Victims; Sexual Violence; Public Prosecutor; Investigator; Restitution

Advisar 1,
L
Dr. éa Eumes;en EE, S.H., M. Hum.

NIP. 198109272008012013

Approved by :

ter of Law Study Program,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissiieeesnessnessnnsssersssrnrssnnsnnnnnnnnnnnns i
HALAMAN PENGESAHAN ...t i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..., ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ..., WY}
MOTTO e e e e et e e e st te e et ae e e seeenneaeenneaeenns Y
KATA PENGANTAR ...ttt et et a e Vi
UCAPAN TERIMA KASIH ...ttt e Vil
ABSTRAK . e IX
ABSTRACT oo e X
DAFTAR ISI et e e a e Xi
BAB | PENDAHULUAN
A, Latar BelaKang.........ccoooveiiiiiiiicee e 1
B. Rumusan Masalah.............ccccooiiiiiiiiie e 7
C. Tujuan Penelitian ..........cooveiiiiiiiiie e 8
D. Manfaat Penelitian ...........ccceeiiie i 8
E. Kerangka TeOI .......coviiiiiiiiiiiieiie e 9
1. Grand Theory (Teori Keadilan) 9
2. Middle Range Theory (Teori Penegakan Hukum dan Teori
[0 To] o 17 TS ) ISP 10
3. Applied Theory (Teori Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Teori Politik Hukum Pidana)...........cccccveivneiiiieeiiie e, 12
F.  Definisi KOnseptual...........ccccooiveeiiiieeiiiee e 14
G. Metode Penelitian ..........cceeiviiiiiiiiisi e 15
1. JeniS Penelitian........cccoovveiiieiiiiiie e 15
2. Pendekatan Penelitian...........coccoiiveiiiiniieniieiie e 16
3. Jenis dan Sumber Bahan HUKUM ...........cccooviiiiiinieniienee, 16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. ............cccccoeieeeiinnnne, 18
5. Teknik Pengolahan Bahan HUKUM ...........cccccooveiiine e, 19
6. Teknik Analisis Bahan HUKUM.............cccoviiiiiiiiieiiieee, 20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan..............ccoccoviiiiiiiiciiiecnnen. 20

BAB Il TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,
HAK RESTITUSI, DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

SEKSUAL

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak ...........cccccocevveeiiiecinneene, 21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.............c..cccoooeevieeinnnnne, 21
2. Pengertian Perlindungan AnaK ..........c..cccoveeiiiieeiiinee s, 22
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak.............ccccceevveeviieeeinnnnnn 24
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak........ 27

Xi



B. Sistem Peradilan Pidana Anak ...........ccccooeiiiiiiiniicniice 32
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak ...............ccc.c...... 32

2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut
Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..... 38

3. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak..............ccccccevee.. 40
C. Anak Korban Kekerasan Seksual ...........ccccccocvviiieiiineeiienennnnn. 42
1. Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.... 42
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual... .......45
3. Pengertian Anak Korban Kekerasan Seksual...................... 47
4. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.................. 49
D. HaK RESULUSI ....eeivieeeiiieeeiiie e siie et ee e e e snee e 51
1. Pengertian Hak RESLITUSI .........ccovvveiiieiiieiiieiiiecc e 51
2. Asas-Asas Hak ReSHIEUST .........eeevvveeiiieeiiie e 53
3. Pengaturan Hak ReSHItUSI ...........ccouveriiiiiiiiieniceee e 54

BAB |11l PENGUATAN KOORDINASI PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
A. Pengaturan Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam

Pengajuan Hak Restitusi Perkara Anak Korban Kekerasan

SEKSUAL ... 56
1. Pengaturan Hak Restitusi dalam Peraturan Perundang-
Undangan di INdONnesia ...........cccveevieeeiiieeeiiiee e, 56
a. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak............. 58
b. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan
KOrDaN.......ooiie 62
c. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan
SEKSUAL ..o 63

2. Pengaturan Peran Penyidik dan Penuntut Umum
dalam Tata Cara Pengajuan Restitusi Perkara Anak

Korban Kekerasan Seksual ............cccooveiviiiiiininiiieninnn 64
a. Peran Menurut Undang-Undang tentang
Perlindungan Anak ...........ccccovvveiiiee i, 64
b. Peran Menurut Undang-Undang tentang
Perlindungan Saksi dan Korban..............cccccveevvnennne. 66
c. Peran Menurut Undang-Undang tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual...........cccccccovvvieriiiniennnnnn, 67

3. Analisis Pengaturan Peranan Penyidik dan Penuntut
Umum dalam Tata Cara Pengajuan Restitusi Perkara
Anak Korban Kekerasan Seksual dari Aspek Normatif... 69

B. Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut
Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak

Korban Kekerasan Seksual...........cccooveiiiniiiiiiiiciciee 70
1. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam
Menerapkan Hak ReStitusi............ccocveeviiiineeiiiiine e, 71

Xil



2. Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut

Umum Ditinjau Dari Faktor Substansi Hukum ................ 73
3. Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut

Umum Ditinjau Dari Faktor Struktur Hukum................... 77
4. Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut

Umum Ditinjau Dari Faktor Budaya Masyarakat ............ 85

C. Kebijakan Penguatan Koordinasi Antara Penyidik dengan
Penuntut Umum terhadap Penerapan Hak Restitusi dalam
Perkara Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Masa yang
AKAN DALANG ... 87
1. Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
Korban Tindak Pidana Mengenai Pemberitahuan
Kepada Pihak Anak Korban  Untuk Mendapatkan
Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya Oleh Penyidik
dan Penuntut Umum Sebagai Suatu Kewajiban .............. 87
2.  Komitmen Penyidik Melampirkan Pengajuan
Permohonan dan Besaran Nilai Restitusi dalam Berkas
Perkara dan  Wewenang Penuntut Umum
Mengembalikan Berkas Perkara Dengan Petunjuk Agar
Penyidik Melengkapi Lampiran Pengajuan Permohonan
dan Besaran Nilai ReStItUST ..........ccoevvveiiiiiieiieeiiesi, 91
3. Sosialisasi Kepada Masyarakat Oleh Penegak Hukum
Mengenai Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Untuk
Untuk Mendapatkan Restitusi dan Tata Cara

PeNQAJUANNYA .. .eeeivereeciiee e siee et e e e srae e 95
BAB IV PENUTUP
A, KESIMPUIAN ... 97
B, SArAN....co 99
DAFTAR PUSTAKA ..ttt 101
LAMPIRAN

Xiii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.® Anak
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan
keberlangsungan ssebuah bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia memperlihatkan
bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara
menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup tumbuh dan berkembang
serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,
pembinaan anak dan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional
yaitu , masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.?

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti
bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si
anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani,

jasmani, maupun sosialnya sehingga anak Indonesia akan berkembang menjadi

! Huruf b Bagian Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.
2 Wagiati Soetodjo, 2008, Hukum Pidana Anak, Bandung : PT. Refika Aditama, him. 62.



orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan
memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut diatas.® Perlindungan anak
adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan
anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan
perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian
perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat.*

Dari sekian banyak kasus yang terjadi sangat sedikit adanya upaya
perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana. Dalam kaitannya
dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak juga ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), pada Pasal 1 angka 2 UU
Perlindungan Anak dijelaskan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di atas

menunjukan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan

% Ibid.
4 Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Pt Refika Aditama, him. 3.



perlindungannya. Namun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun
organisasi sosial belum menunjukan hasil yang memadai yang sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan masyarakat.® Namun demikian, ke semua hal
tersebut juga tidak terlepas dari pengawasan dan perlindungan dari orang tua dan
keluarga.

Setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya
suatu jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah
penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan
anak.® Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek
pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang
mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua mengatur
mengenai pelaksanaan kebijakan dari peraturan-peraturan tersebut.’

Kejahatan seksual terhadap anak sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan,
apalagi pelaku dari kejahatan ini tidak lain adalah orang terdekat dari si anak yang
seharusnya memberikan perindungan dan menjamin keamanan dan keselamatan si
anak. Anak yang mengalami kejahatan seksual kebanyakan mengalami tekanan dan
ancaman dari pelaku agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain, maka
dari itu perhatian terhadap kondisi kejiwaan si anak juga harus menjadi perhatian,
jangan sampai anak mengalami trauma sehingga membekas di pikirannya hingga

ia dewasa.

5 Wagiati Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, him. 68.

® Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, him. 222.

" Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali
Pers, him. 3.



Dari berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di
Kabupaten Lahat, untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan
tahun 2023 terdapat perkara pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak yang
menjadi korbannya, baik itu pelakunya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
maupun pelakunya orang dewasa, namun belum ada tahapan Restitusi yang
dilakukan pada setiap tahapannya (mulai dari tahap penyidikan hingga tahap
penuntutan dimuka persidangan) padahal restitusi tersebut sangatlah diperlukan
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan
kali ini terdapat salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus kekerasan
seksual terhadap anak Nomor Perkara : PDM/15/It/Ep.2/07/2021 an. Terdakwa
Andra Dinata Bin Sahil yang terjadi di Kabupaten Lahat pada Tahun 2021.

Dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwakan dakwaan
alternatif yakni, dalam Dakwaan Kesatu, sebagaimana melanggar Pasal 81 ayat (1)
UU Perlindungan Anak, atau dalam Dakwaan Kedua, sebagaimana melanggar
Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dengan tuntutan terdakwa terbukti
melakukan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana Dakwaan Kesatu.
Majelis Hakim kemudian pada amarnya memutus terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa
Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif
kesatu Penuntut Umum.

Anak Korban dalam kasus ini ternyata belum mendapatkan hak restitusinya,
karena dapat dilihat dalam tuntutan Penuntut Umum dan putusan pengadilan yang

sama sekali tidak membebankan terdakwa untuk membayar restitusi, padahal



terkait restitusi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU
Kejaksaan) dalam Pasal 30C huruf d yang menyatakan bahwa Kejaksaan
melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda
dan pidana pengganti serta restitusi.

Selain dalam UU Kejaksaan, restitusi pun telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
(selanjutnya ditulis UU Perlindungan Saksi dan Korban), pada beberapa pasal,
antara lain :

Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan :
“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya
oleh pelaku atau pihak ketiga”. Kemudian, Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi
dan Korban, menyatakan :

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana

terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana

penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban
penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga
berhak mendapatkan :

a.  bantuan medis; dan

b.  bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan :

“1)  Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :
a.  ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;



b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang
berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
C.  penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan LPSK.

3)  Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
melalui LPSK.

4)  Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat
mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam
tuntutannya.

5)  Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat
mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan
kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.”

Secara normatif, restitusi diajukan pihak korban secara tertulis kepada
Pengadilan melalui tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK). Dasar norma ini diawali dari ketentuan Pasal 71D ayat
(2) UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa ketentuan pelaksanaan restitusi
diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak
Pidana (selanjutnya ditulis PP Restitusi Anak). Selanjutnya. ketentuan Pasal 4 ayat
(1) juncto Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PP Restitusi mengatur bahwa
restitusi diajukan oleh pihak korban secara tertulis kepada Pengadilan sebelum
putusan pengadilan melalui tahap Penyidikan, Penuntutan, dan LPSK. Artinya,
selain Penuntut Umum, terdapat peran termasuk Kepolisian dalam hal ini Penyidik
yang dapat menerima pengajuan restitusi dari pihak korban, tetapi demikian pula
dalam pelaksanannya, peran Penyidik belum efektif dan efisien mewadahi

pengajuan restitusi dari pihak korban.



Sering kali korban harus menanggung biaya materil dan non materil seorang
diri. Korban tak hanya harus mengeluarkan biaya yang tak murah untuk melakukan
visum et repertum atau tes DNA. Tetapi, mereka juga rentan mengalami hambatan
fisik, psikis, sosial maupun pemenuhan hak-hak asasi lainnya seperti hambatan atas
pendidikan, karier, dan hak politik. Pengabaian penanganan kekerasan seksual
secara hukum serta dampak yang korban alami bisa mengakibatkan perempuan
korban mengalami trauma berkelanjutan bahkan disabilitas psikososial (gangguan
kesehatan jiwa). Itu sebabnya, korban memerlukan pemulihan komprehensif.
Artinya, diperlukan biaya sekurangnya untuk pemulihan fisik berupa pengobatan
medis dan psikis seperti konseling hingga korban pulih dan dapat melanjutkan
kehidupannya dan menjalankan peran-peran sosialnya secara penuh.

Kendati sudah diatur dalam perundang-undangan, pemenuhan hak korban
melalui restitusi masih menghadapi tantangan. Terdapat argumen dari aparat yang
menangani perkara bahwa dia belum punya pengalaman dalam mekanisme restitusi
selain itu pencapaian eksekusi restitusi ini sering tersandung kesediaan dan
kemampuan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Jika tidak diikuti
dengan langkah-langkah dan upaya tertentu untuk membayar restitusi, sudah dapat
dipastikan sebagian besar pelaku akan memilih untuk menyatakan

ketidakmampuan dan ketidakbersediaan membayarkan restitusi.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :
1.  Bagaimana pengaturan peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam pengajuan

hak restitusi perkara anak korban kekerasan seksual ?



2.  Bagaimana penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum
dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual ?

3. Bagaimana kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut
Umum terhadap penerapan restitusi dalam perkara anak korban kekerasan

seksual pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam
pengajuan hak restitusi perkara anak korban kekerasan seksual.

2. Untuk menganalisis penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut
Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan
seksual.

3. Untuk menganalisis kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan
Penuntut Umum terhadap penerapan hak restitusi dalam perkara anak korban

kekerasan seksual pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau faedah bagi pihak-

pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1.  Manfaat teoritis, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya
dalam hukum acara pidana berkaitan dengan proses peradilan pidana anak
mengenai penerapan hak restitusi bagi anak korban kekerasan tindak pidana

seksual.



2.  Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum
khususnya dalam penerapan hak restitusi bagi anak korban kekerasan tindak

pidana seksual.

E. Kerangka Teori

Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam
penelitian ini, antara lain :
1.  Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (middle range
theory dan apllied theory) yang akan digunakan dalam penelitian.® Grand theory
dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles
memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan
persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak
proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah
yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga
negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa
yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah
dilakukanya.®

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa
diberikannya kepada masyarakat. la melihat bahwa hasil yang diperoleh itu

hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan

8 Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta : Kencana,
him.41.

® Aristoteles, Politik, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, 2016, Cetakan I, Yogyakarta :
Narasi-Pustaka Promethea, him. 11.
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pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa keadilan
adalah meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau
keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan
efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, serta suatu usaha untuk
menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan
menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya.*°

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan
masalah mengenai pengaturan peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam
pengajuan hak restitusi perkara anak korban kekerasan seksual.
2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan
menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. Middle range theory
dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori koordinasi.
a.  Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses
untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan
hukum!!, Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

10 Roscoe Pound, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung : Citra
Aditya Bakti, him. 174.

11 Satjipto Rahadjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta
Publishing, him. 7.
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pergaulan hidup.'? Oleh karena itu, maka penegakan hukum merupakan proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara
nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab
rumusan masalah mengenai penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut
Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.

b.  Teori Koordinasi

Hasibuan berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan,
mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-
pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi adalah
proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan
yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu
organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.*®> Hadari Nawawi
kemudian menyatakan bahwa koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa
personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam
lingkungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga
pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang
sama.}* Menurut E. F. L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan

menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok

2 Soerjono Soekanto, 2003, Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta : Ul Press, him. 35.

13 Malayu S.P. Hasibuan, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Cetakan
Ke-8, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, him. 85.

14 Nawawi Hadari, 2013, Administrasi Pendidikan, Bandung: PT. Refika Aditama, him. 34.
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kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan
keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.*®

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi
merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan
atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para jajaran tertinggi
mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi
tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk
menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Teori koordinasi digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan
masalah mengenai penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum
dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum
tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Applied
theory dalam penelitian ini adalah teori sistem peradilan pidana anak dan teori
politik hukum pidana.

a.  Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan

perlindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh

karena itu, Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak

15 E. F. L. Brech, dikutip dalam : Handayaningrat Soewarno, 2002, Pengantar Studi IImu
Administrasi dan Manajemen, Jakarta: CV Haji Masagung, him. 54.
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(Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum
terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak khususnya sebagai korban khususnya
diakomodasi oleh instrumen yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang
diterbitkan berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh
pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Dalam UU SPPA mengatur mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana,
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU SPPA, yaitu anak yang belum berumur
18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak sebagai
korban tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan
anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara
menyeluruh. Anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya
terletak terletak tugas tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi
sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus
tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani,
cerdas, berpendidikan dan bermoral yang baik. Perlindungan anak sebagai korban

merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan.!’

16 Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Rafika Aditama, him. 34.
17 Marlina, Op. Cit., him. 65.
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Teori sistem peradilan pidana anak digunakan untuk menjawab rumusan
masalah mengenai penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum
dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.

b.  Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana menurut Marc Ancel, adalah ilmu sekaligus seni yang
mempunyai tujuan praktis memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan
secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat
undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang
dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.'® Menurut A.
Murder, politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : seberapa
jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; apa
yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan cara bagaimana
penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. *°

Teori politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah
mengenai kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum
terhadap penerapan hak restitusi dalam perkara anak korban kekerasan seksual pada

masa yang akan datang.

F.  Definisi Konseptual
Definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :
1.  Penyidik, adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

18 Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan
Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 2.
19 A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, Ibid., him. 3.
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2. Penuntut Umum, adalah pejabat atau pegawai negeri yang memiliki
wewenang untuk mengajukan tuntutan pidana dalam persidangan di
pengadilan dan mengeksekusi putusan.

3. Anak Korban, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana.

4.  Restitusi, adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

5. Kekerasan seksual, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina,
melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi
seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat
atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang

mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang bahan
hukum dari data primer berupa hasil wawancara. Penelitian hukum normatif
dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang
berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hal ini dikarenakan penelitian ini fokus

pada bahan pustaka maka seringkali disebut juga dengan penelitian doktriner atau
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penelitian kepustakaan.?® Kemudian terkait bahan hukum penunjang berupa hasil

wawancara, berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti

bekerjanya hukum dan penegak hukum di lingkungan masyarakat.?*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

a.

Pendekatan  perundang-undangan (statute approach), adalah
pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.?

Pendekatan konseptual (conceptual approach), adalah pendekatan
dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide-ide yang
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman
akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum

dalam memecahkan isu yang dihadapi.?®

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Data primer, adalah data melalui bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari

20 Jrwansyah, 2021, Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel),
Yogyakarta : Mirra Buana Media, him. 42.

2L Johnny Ibrahim, Op. Cit., him. 250.

22 peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, him. 24.

23 |bid., him. 95.
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masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.?* Data

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data

sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.?

a.  Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia;

24P, Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek , Cetakan Kelima,
Jakarta : Rineka Cipta, him. 87
%5 Bambang Sunggono, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

him.144.
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7)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

8)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban;

9)  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana; dan

10) Peraturan-peraturan operasional lainnya.

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk
memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara
lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada
relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,
ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu
hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan
dan mutakhir.

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Bahan hukum dari data sekunder dikumpulkan melalui studi
kepustakaan, vyaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,



19

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan
masalah yang dipecahkan.?®
b.  Bahan hukum dari data primer dikumpulkan melalui studi lapangan,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung
tempat yang menjadi objek penelitian melalui metode wawancara
pribadi (personal interviewing) dengan teknik wawancara mendalam
(in-depth interview) terhadap responden. yaitu :
1)  Pihak Pengadilan Negeri Lahat;
2) Pihak Kejaksaan Negeri Lahat; dan
3) Pihak Kepolisian Resor Lahat.
5.  Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Setelah bahan hukum dari data primer dikumpulkan dengan metode
wawancara, maka dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara editing,
reconstructing, dan systematizing. Editing yaitu mengkoreksi apakah data sudah
cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
Reconstructing yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis
sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. Systematizing yaitu
menempatkan bahan hukum dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan
masalah.?” Terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan

% |bid., him.112.
27 Bambang Sunggono, Op. Cit., him. 126.
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sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya
dengan permasalahan hukum.
6.  Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitiatif,
adalah metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan
angka. Melalui analisis kualitiatif dilakukan tahap mereduksi atau
menyederhanakan bahan hukum agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya
mudah untuk didapatkan informasi untuk menjawab permasalahan hukum.
7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika induktif.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode induktif berpangkal dari pengajuan
premis major (pernyataan-bersifat umum) kemudian diajukan premis minor
(bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau
conclusion. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara
induktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya

menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.?®

28 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 147.
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